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Abstrak 
 

Ibu kota Jakarta telah menjadi pusat pemerintahan sekaligus pusat bisnis sehingga menjadi daya 

tarik bagi penduduk untuk tinggal dan mencari pekerjaan di ibu kota. Tingginya tekanan penduduk 

di Provinsi DKI Jakarta terjadi akibat tingginya tingkat urbanisasi, sehingga menimbulkan berbagai 

permasalahan perkotaan khususnya permasalahan lingkungan. Hal ini mengakibatkan Jakarta 

menjadi kota yang tidak berkelanjutan karena hilangnya daya dukung lingkungan sebagai wilayah 

ibu kota negara, sehingga pemerintah memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara ke luar 

Jawa. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkaji pemilihan lokasi baru pusat kota pemerintahan. 

Lokasi pusat Ibu kota baru yang ditetapkan pemerintah berada di kawasan Hutan Mangrove dan 

perairan di kabupaten Penajam Paser Utara. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pembangunan 

kota yang berkelanjutan harus memperhatikan upaya pelestarian lingkungan, karena pembangunan 

yang mengabaikan aspek ekologi lingkungan akan berdampak pada bencana ekologi yang 

mengakibatkan kepunahan habitat dan berujung pada kepunahan manusia yang hidup didalamnya. 

 

Kata Kunci : ibukota, kota berkelanjutan, ekologi 

 

 

Pengantar 

Keoptimalan penyelenggaraan pemerintahan nasional Negara Indonesia tergantung pada kondisi 
serta karakteristik internal maupun eksternal sebuah Ibukota Negara. Provinsi DKI Jakarta yang 
menjadi pusat Ibukota RI sejak kemerdekaan Republik Indonesia. Baiquni (2004) mengemukakan 
bahwa sentralitas kekuasaan di tangan pemerintah pusat menimbulkan pola tunggal dimana semua 
urusan negara pada skala nasional harus melalui dan ditentukan oleh pemerintah pusat. Pola ini 
mendorong semua kegiatan baik ekonomi, politik, maupun pemerintahan harus diselenggarakan di 
pusat negara (DKI Jakarta). Segala macam fenomena sentralisasi tersebut berdampak pada aspek 
tekanan penduduk. 

Menurut survey Arcadis (2018), Jakarta menempati peringkat 94 kota berkelanjutan dari 100 kota 
besar di dunia. Jakarta dianggap sebagai kota yang tidak berkualitas karena masuk dalam posisi 10 
terbawah. Penilaian yang dilakukan Arcadis berdasarkan fakta bahwa Jakarta menghadapi berbagai 
masalah utama, yaitu : banjir, kepadatan lalu lintas, keterbatasan ruang terbuka hijau, kesehatan 
penduduk, pendidikan, sampah, ketersediaan air bersih, kesadaran warga terhadap lingkungan, 
penurunan permukaan tanah dan  urbanisasi akibat perpindahan penduduk yang tak terkontrol.  
 

https://www.kompasiana.com/tag/kota
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Berdasarkan data Biro Pusat statistik, laju pertumbuhan penduduk per 10 tahun dari tahun 1961 
sampai 1980 mencapai 5 %, dari tahun 1990 sampai 2020 mengalami kenaikan yang sangat 
signifikan yaitu mencapai 10 persen. Hal ini menyebabkan, Kota Jakarta dengan wilayahnya yang 
terbatas tidak dapat menampung ledakan penduduk di dalam kota Jakarta dan arus urbanisasi yang 
terus menerus kearah luar kota Jakarta. Karena permasalahan tersebut, pemerintah perlu 
memikirkan upaya untuk memindahkan ibukota keluar Jakarta dengan berbagai pilihan wilayah di 
dalam negara kesatuan republik Indonesia. 

Melalui sayembara nasional Ibukota Baru RI yang diselenggarakan oleh kementrian PUPR, 
Pemerintah memilih Kawasan penajam paser Utara sebagai pusat Ibukota yang baru (PUPR, 2019). 
Peneliti menilai Lokasi yang ditentukan pemerintah sebagai kawasan ibukota baru RI tersebut kurang 
tepat. Menurut peneliti alasan pemerintah memilih lokasi ibukota negara berdasarkan kriteria 
Bappenas tidak tepat sasaran secara substansial, yaitu : 

1. Pertimbangan Lokasi yang tidak tepat, yaitu pemilihan lokasi berdasarkan ketepatan titik 
tengah garis lurus geographis Indonesia dari Sabang sampai Merauke sehingga menetapkan 
provinsi Kalimantan timur secara geographis. hal ini berdampak pada kesalahan fatal memilih 
titik posisi dengan ekologi lingkungan. Kawasan ibukota baru yang dipilih berada di hulu 
perairan teluk Balikpapan sehingga berada dalam jaringan hutan mangrove perairan teluk 
Balikpapan yang berada di kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.  

2. Menurut Bappenas, Di Kalimantan Timur tersedia lahan luas milik pemerintah/ BUMN 
Perkebunan. Lahan ini berupa lahan konsesi hutan dan tambang batu bara. Karena kurangnya 
pengawasan dan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dalam birokasi pemerintahan, 
menyebabkan lahan konsesi hutan dan tambang batu bara yang sudah habis tersebut 
ditinggalkan begitu saja tanpa perbaikan lingkungan sehingga meninggalkan kerusakan lahan 
hutan dan bekas galian tambang dengan skala yang luas (Bappenas,2018). 

3. Menurut Bappenas, pulau Kalimantan dibanding pulau lainnya cukup bebas dari bencana alam 
seperti gempa bumi, karena tidak dilalui oleh gugus Ring of Fire. Menurut penulis hal tersebut 
bukan berarti bebas dari bencana alam yang lain seperti kerusakan hutan dan kebakaran hutan 
yang terjadi setiap tahun menyebabkan bencana banjir dan kabut asap yang berdampak secara 
regional ke negara-negara kawasan Asia Tenggara.  

4. Di kawasan Penajam Paser Utara juga kurang tersedia sumber air tanah karena jenis tanah 
lahan gambut dan jauh dari pegunungan, Ibukota Negara yang baru merencanakan 
menggunakan sumber air bersih didapat dari sumber air sungai. Namun, ketika sungai menjadi 
aliran drainase perkotaan menyebabkan tercemarnya aliran sungai dengan limbah industri, 
perkotaan, dan rumah tangga. 

5. Di Kalimantan timur juga didominasi oleh masyarakat Dayak yang bergantung hidupnya pada 
ekosistem hutan dan air. Namun menurut peneliti hal ini akan menyebabkan konflik sosial 
dengan masyarakat Dayak karena kerusakan ekosistem penting kawasan perairan teluk 
Balikpapan. 

 

Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan dari penelitian ini yaitu mengkaji indikator ekologi 
lingkungan terhadap pemilihan pusat ibukota baru dikawasan Penajam Paser Utara dengan konsep 
kota berkelanjutan. Menurut Wardhono (2012), keberlanjutan dapat dipahami sebagai kemampuan 
ekosistem untuk menjaga dan mempertahankan proses, fungsi, produktivitas, dan keanekaragaman 
ekologis pada masa mendatang. Pendapat lain mengatakan kota yang berkelanjutan adalah kota 
yang mampu memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengabaikan kebutuhan generasi mendatang 
dan bagaimana memperbaiki kerusakan lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan 
ekonomi dan keadilan sosial. Menurut peneliti pengembangan kota berkelanjutan sangat erat 
hubungannya dengan upaya melestarikan lingkungan atau konservasi ekologi lingkungan, karena 
pembangunan yang mengabaikan aspek lingkungan ekologis akan berdampak pada bencana alam 
yang mengakibatkan kepunahan habitat dan berujung pada kepunahan manusia yang memiliki 
hubungan erat dan sangat bergantung pada lingkungan alami. 
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Menurut Barnett, (2016) perkembangan kota-kota di negara-negara berkembang seperti kawasan 
Jabodetabekpunjur yang menyebar ke lahan pertanian dan hutan disekitarnya terjadi lebih cepat 
daripada yang dapat dicapai oleh perencanaan kota saat ini. Pemanasan global telah menimbulkan 
ketidakpastian berbahaya sehingga mengakibatkan bencana alam yang sering terjadi di wilayah 
Indonesia. Misalnya kota Jakarta yang mengalami tumbuhnya permukiman informal dengan pesat 
akibat proses urbanisasi yang tidak terkendali. Urbanisasi juga menyebabkan berkurangnya sebagian 
besar dukungan dasar yang dibutuhkan di kota modern. Hal tersebut terjadi di banyak negara 
berkembang bagian dunia bagian selatan bumi yang lain.   Menurut penulis kawasan kepulauan 
Indonesia khususnya wilayah penajam yang berada di teluk Balikpapan, merupakan kawasan 
konservasi bernilai tinggi sangat penting.  

   

Gambar 1. Kawasan Mangrove Penajam Paser Utara dan Masterplan Ibukota Baru di Hulu Teluk Balikpapan 
(Sumber : PUPR, 2019) 

Metode 

Paradigma yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu advocacy/participatory, dengan 
pendekatan kualitatif. sifat penelitian ini yaitu deskriptif dengan mendeskripsikan pentingnya fungsi 
ekologis dikawasan penajam paser utara dimana telah ditetapkan sebagai lokasi ibukota baru RI 
(PUPR, 2019). Pendekatan yang digunakan adalah case-study dimana lokasi pusat Ibukota Baru di 
kawasan Penajam berada dalam kawasan ekologi perairan teluk Balikpapan. Pengumpulan data 
dilakukan dengan study literature dan kajian terhadap data-data pemerintah dalam hal ini PUPR.  

Hasil Analisis Dan Pembahasan 

Teluk Balikpapan dari Sudut Pandang Teori Ekologi   

Kawasan lingkungan kabupaten Penajam Paser Utara sebagian besar merupakan kawasan hutan 
Mangrove. Dengan potensi akses transportasi air di kawasan teluk Balikpapan, Pemerintah memilih 
dan menetapkan lokasi Ibukota Baru di bagian hulu perairan di hulu Teluk Balikpapan yang 
sebahagian besar merupakan Kawasan hutan Mangrove dan kawasan pesisir pantai. (Sayembara 
Nasional IKN, PUPR, 2019). 
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Gambar 2. Peta Sebaran Pelabuhan Kapal di Teluk Balikpapan (Sumber :Megantara dkk,2003) 

Dalam waktu setengah abad terakhir, pengaruh skala aktivitas manusia yang besar terhadap 
ekosistem lingkungan telah menyebabkan efek global pada iklim, perubahan distribusi nutrisi, serta 
naiknya permukaan laut, dan berubahnya kimiawi lautan. Dalam perencanaan tata ruang di masa 
sekarang menjadi sangat penting memasukkan pertimbangan keragaman interaksi antar habitat 
untuk mengatasi kerusakan habitat dan ekosistem yang lebih lanjut (Nagelkerken, 2009). Misalnya 
interaksi terumbu karang yang melindungi habitat pantai dari gelombang, sementara hutan bakau 
dapat melindungi terumbu karang dari masukan sedimen dan polutan lainnya dari darat. Terumbu 
karang dan hutan bakau adalah “spesies dasar” dimana berfungsi secara nyata membangun dan 
memperluas garis pantai dan menyediakan struktur fisik bagi banyak ekosistem pantai tropis. Kaitan 
antara lingkungan ekologi khususnya pesisir pantai dan teori perencanaan kota jarang ditemukan 
didalam study literature. Tanpa kajian lingkungan ekologis maka perencanaan kota di kawasan 
pesisir direspon dengan upaya reklamasi yang merusak dan menghilangkan habitat alami kawasan 
khususnya hutan Mangrove. 

Luas Wilayah Dan Jumlah Penduduk Ibukota Baru 

Pembangunan Ibukota Negara akan dilakukan di kabupaten Penajam Paser Utara dan kabupaten 
Kutai kertanegara, provinsi Kalimantan Timur sebagai area perluasan (delineasi) antara 180.000 Ha 
sampai 250.000 Ha dengan hirarkhi pembagian wilayah Ibukota Negara sebagai berikut : 

1. R1 : Kawasan Inti pusat pemerintahan (KIPP), dengan radius dari titik pusat sejauh 2,53 
km dan memiliki luasan 2000-6000 Ha, yang merupakan Urban Core. 

2. R2 : Kawasan Ibukota Negara (IKN), dengan radius jarak dari titik pusat sejauh 11,57 Km 
dan memiliki luasan 15.000 – 40.000 Ha 

3. R3 : Kawasan Perluasan Ibukota negara (KP-IKN), dengan radius jarak dari titik pusat 
sejauh 26,58 Km dan memiliki luasan 180.000 Ha. 

Pusat ibukota baru 
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Gambar 3.  Peta Kawasan Ring I, Ring II dan Ring III (Sumber : PUPR,2021) 

Dengan luas kawasan delineasi sampai 250.000 Ha (PUPR, 2019), kawasan Ibukota Negara 
mencapai perbatasan kota Balikpapan dan luasnya meliputi 70 persen Kawasan teluk Balikpapan, 
dimana Kawasan tersebut merupakan Kawasan perairan teluk dan hutan mangrove. Berdasarkan 
peta delineasi Perluasan ibukota baru, disamping berada dikawasan hutan mangrove dan perariran 
teluk Balikpapan, kawasan Ibukota Baru juga berada di kawasan hutan lindung sungai Wein dan 
Hutan Lindung Taman Bukit Soeharto di kabupaten Kutai Kertanegara. Jika pemerintah memaksakan 
pembangunan dikawasan ini, harus ada upaya untuk mengurangi dampak lingkungan dengan 
memindahkan kawasan pusat ibukota di bagian kawasan lain yang bukan merupakan kawasan hutan 
lindung.  

Pusat ibukota yang berada dikawasan hutan mangrove seperti gambar perencanaan diatas 
menyebabkan terputusnya rantai pertukaran carbon yang merupakan perpindahan nutrisi dan energi 
dari ekosistem hutan–sungai–pesisir dan laut. Khususnya perairan teluk Balikpapan yang kaya 
dengan hutan mangrove, terumbu karang, dan kawasan rumput laut (seagrassbed) yang 
menyebabkan kawasan ini menjadi penting sebagai sistem pengolahan karbon sebagai bahan nutrisi 
untuk habitat dipesisir dan laut lepas.  

Dari gambar di bawah ini (lihat gambar 4), dapat dilihat kawasan pusat ibukota yang berada di 
kawasan hulu perairan teluk Balikpapan akan menimbulkan masalah perencanaan yang merusak 
habitat dan spesies vertebrata yang dilindungi di kawasan tersebut seperti Begantan, Orang Utan, 
Buaya, habitat Udang, Kepiting, dan Pesut (lumba-lumba air tawar). Penulis memproyeksikan 
perencanaan awal ini akan mengalami perluasan wilayah sesuai dengan skema Kawasan Ring I, Ring 
II, dan Ring III Ibukota Negara (lihat gambar 3) yaitu dengan proses reklamasi kawasan hutan 
mangrove sebagai lahan baru dan upaya perkuatan struktur tanah Mangrove yang labil. Proses 
reklamasi ini akan menyebabkan spesies di kawasan hutan mangrove kehilangan habitat dan 
terputusnya rantai makanan secara ekologis. Perlu ada penelitian dan kajian lebih detail mengenai 
dampak perubahan ekologi lingkungan bagi spesies akibat pembangunan permukiman khususnya 
pusat ibukota baru dimana Gedung-gedung dengan kepadatan tinggi akan mendominasi kawasan. 
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Gambar 4. Diagram jalur pertukaran karbon: (1) masukan terrestrial dari hutan ke sungai, (2) masukan sungai 
ke zona pesisir, (3) pertukaran antara sistem perairan intertidal dan subtidal, (4) pertukaran antara intertidal 

ekosistem, dan (5) ekspor Nutrisi dan kimiawi ke laut terbuka (Sumber : Nagerkellen, 2010) 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa upaya pemerintah dalam memilih lokasi ibukota baru di 
kawasan hutan mangrove menyebabkan permasalahan lingkungan baru yang mengancam 
kelestarian habitat dan keanekaragaman hayati kawasan teluk Balikpapan. Hal ini disebabkan karena 
kurangnya studi di pihak pemerintah dalam memilih pusat ibukota. Jika pemerintah memaksakan 
perencanaan kota dikawasan ini dibutuhkan pendekatan perencanaan kota dengan model green city 
desain yang berbasis pemahaman ekologi untuk mencegah kerusakan lingkungan di perairan teluk 
Balikpapan dan ekosistem hutan lindung di wilayah delineasi ibukota baru (Sugiri, 2016). Menurut 
penulis jika pemerintah memaksakan pembangunan ibukota baru kawasan ini maka diperlukan 
upaya untuk memperkecil luasan Ibukota dengan cara membagi fungsi-fungsi elemen pemerintahan 
seperti Yudikatif, Eksekutif, dan Legislatif ke kota-kota lain di seluruh wilayah kepulauan Republik 
Indonesia.  

Ekosistem Teluk Balik Papan 

Teluk Balikpapan terletak di barat Selat Makassar, atau sekitar barat daya dari Samudera Pasifik. 
Perairan teluk Balikpapan memiliki banyak biota laut, seperti alga, ikan, terumbu karang, dan lain-
lain. (Sugiri, 2016). Teluk Balikpapan berfungsi sebagai salah satu rumah dari lima populasi terbesar 
untuk bekantan (Nasalis larvatus) (lihat gambar 5).  Saat ini, masih ada sekitar 1.400 ekor atau 
kemungkinan lima persen dari populasi dunia. Bekantan tinggal di pohon mangrove, dan sangat 
bergantung pada sumber makanan di hutan mangrove. (Mongabay, 2013). Kawasan teluk 
Balikpapan juga merupakan kawasan vegetasi mangrove terbanyak di Kalimantan Timur. Di kawasan 
ini, nelayan merupakan salah satu bagian masyarakat yang paling merasakan kerugian jika 
kerusakan alam terjadi di teluk Balikpapan, karena nelayan hidup dengan mengelola potensi sumber 
daya perikanan di teluk Balikpapan (Adiparwata., 2020).    

3 Carbon Exchange Among Tropical Coastal Ecosystems 47

Fig. 3.1 Overview of some of the carbon exchange pathways considered in this chapter: (1) ter-

restrial inputs to rivers, (2) river inputs to the coastal zone, (3) exchange between intertidal and

subtidal aquatic systems, (4) exchange between intertidal ecosystems, and (5) export towards the

open ocean

1996a). The tropics are thought to be responsible for about 60% of these fluxes

(Ludwig et al. 1996a, Table 3.1), and are therefore disproportionately important

in the global terrestrial—marine carbon transport when considering their areal C

fluxes. We can thus estimate that for both inorganic and organic carbon, about

0.2–0.25 Pg C is delivered annually to the tropical coastal zone. It should be stressed,

however, that relatively few empirical datasets exist on carbon export in tropical

rivers, and that these estimates are to a large extent based on extrapolations of data

from a limited number of catchments themselves based on empirical models relating

catchment characteristics to carbon export. Hence, errors in either underlying data

on catchment characteristics or the relationship with carbon export can bias these

estimates.

Considering that certain geographical areas are responsible for a major part of

these C fluxes, they are particularly important in determining the overall estimates

of riverine C transport. Milliman et al. (1999), for example, estimated that six islands

in the Indo-Pacific were responsible for about 20% of the global riverine sediment

flux, whereas they represent only about 2% of the terrestrial area draining to the

http://mongabaydotorg.wpengine.com/2012/07/24/pengembangan-kawasan-industri-kariangau-bencana-ekosistem-teluk-balikpapan-bagian-1/
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Gambar 5.  Konservasi Orang Hutan dan Bekantan di Teluk Balikpapan (Hendar,2016) 

Fauna Perairan Laut Perairan Selat Makassar 

Di Perairan Kalimantan Timur ada sedikitnya 23 jenis paus dan lumba-lumba dimana supply nutrisi 
bergantung kepada ekosisitem perairan teluk Balikpapan. Di dunia ada sekitar 88 jenis paus dan 
lumba-lumba, sehingga paling tidak ada sekitar 25 persen paus dan lumba-lumba berada di perairan 
Kaltim. Keberadaan Ibukota Baru akan memamfaatkan jalur perairan teluk Balikpapan dan selat 
Makasar sebagai sarana transportasi utama penumpang dan barang. Hal ini akan menyebabkan 
permasalahan bagi ekosistem laut dan perairan seperti pencemaran air dan suara akibat transportasi 
kapal-kapal besar yang melalui kawasan ini (RASI, 2015). 

Kesimpulan  

Sentralitas kekuasaan di tangan pemerintah pusat menimbulkan pola tunggal, bahwa semua urusan 
negara pada skala nasional harus melalui dan ditentukan oleh pemerintah pusat. Segala macam 
fenomena sentralisasi tersebut berdampak pada aspek tekanan penduduk. Salah satu permasalahan 
turunan dari tingginya tekanan penduduk adalah kemacetan lalu lintas transportasi, perluasan 
permukiman, polusi dan kualitas lingkungan hidup yang memburuk.Dari hasil analisis variable ekologi 
lingkungan, lokasi pusat ibukota yang ditentukan pemerintah di kawasan Penajam Paser Utara 
sebagai kawasan Ring I/KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan) kurang tepat karena perairan hulu 
teluk Balikpapan di kabupaten Penajam Paser Utara merupakan kawasan hutan mangrove dengan 
beragam spesies yang berfungsi sebagai sebuah sistem lingkungan ekologis dalam skala yang luas. 
Dengan berubahnya kawasan hulu hutan mangrove dari teluk Balikpapan menjadi lahan permukiman 
Ibukota akan memutus rantai ekologis ekosistem pulau Kalimantan yang berkaitan dengan 
ekosistem perairan selat Makassar dan ekosistem perairan global. 
 
Kawasan teluk Balikpapan memiliki fungsi ekologis yang penting yang kaya dengan hutan mangrove, 
terumbu karang, dan kawasan rumput laut (seagrassbed) dengan luas mencapai puluhan ribu hektar. 
Hal ini menyebabkan kawasan ini menjadi penting sebagai sistem pengolahan karbon sebagai bahan 
nutrisi untuk habitat di pesisir dan laut lepas dengan skala lingkungan ekologis dunia. Perencanaan 
kota di kawasan yang sensitive ini harus memiliki kajian yang lengkap terkait variable ekologi 
lingkungan, konservasi habitat alami dan spesies yang hampir punah di kawasan perairan teluk 
Balikpapan. 
 
Komentar dan saran   
 
Ada tiga tantangan dalam mengembangkan konsep kota berkelanjutan yaitu tantangan pesatnya 
urbanisasi, perubahan iklim, dan tantangan pemukiman informal. Pengembangan kota berkelanjutan 
harus memperhatikan upaya melestarikan lingkungan atau konservasi lingkungan, karena 
pembangunan yang mengabaikan aspek lingkungan akan berdampak pada bencana ekologis yang 
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mengakibatkan kepunahan habitat dan berujung pada kepunahan manusia yang memiliki hubungan 
erat dan sangat bergantung pada lingkungan. 

Indonesia khususnya penajam yang merupakan kawasan konservasi bernilai tinggi sangat penting 
menerapkan konsep green city design sebagai jalan untuk menyelamatkan lingkungan dan untuk 
memitigasi bencana yang akan terjadi di ibukota yang baru di kawasan konservasi penting hutan 
dunia. Jika pemerintah memaksakan pembangunan Ibukota Negara kawasan Penajam Paser Utara 
diperlukan upaya untuk memperkecil luasan Ibukota dengan cara membagi fungsi-fungsi elemen 
pemerintahan seperti Yudikatif, Eksekutif, dan Legislatif ke daerah-daerah lain di seluruh kepulauan 
Republik Indonesia seperti yang dilakukan pemerintah Jerman dengan prinsip subsidiarity dalam 
administrasi publiknya, sehingga mengurangi dampak kerusakan lingkungan akibat urbanisasi dan 
pemusatan pembangunan kota dengan skala metropolitan (Balikpapan-IbukotaBaru-Samarinda). 
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